b.bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menyusun dan
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah
Perbengkelan.

: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
I{aﬂrah-da:mh Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang - undang Nomor S5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2387);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851)
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M PERUSAHAAN DAERAH PERBENGKELAN
{ l u l
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
peraturanl Daerah ini yang dimaksud dengan
adalah Kota Magelang;
L D&‘f“;nmh Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang;
b per adalah Walikota Magelang;

ta
< g;i:l;lﬂﬂn Dacrah Perbengkelan yang selanjutnya disebut PD

: rusahaan Daerah Perbengkelan Kota Magelang; _
: @a]i];i l:;:lalah Direksi Perusahaan Daerah Perbengkelan Kota Magelang
¢ Dﬁaﬂ pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Perbengkelar

f Kot 'ada]ahchawaiPmuaahaanDactherbmgkdﬂnKomm

BAB II
KETENTUAN PENDIRIAN
Pasal 2
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TUJU BAB 1y ukan
AN Dan BIDANG usana =bih
Pasal 3
g) T e Y@ Perusahagy o
a.

(2) ModaI. Awal PD Perbengkelan ini terdiri atas penyertaan modal dan
Pemerintah Daerah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

(3) Modal Awal PD. Pcﬁ:nglfchn tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat
ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah dan
pengalihan kekayaan daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

BAB V
DIREKSI
Bagian Pertama
Pengangkatan
Pasal 6
) E:mkai diangkat oleh Walikota diutamakan dari swasta atas usul Badan
ODgawas.

|
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4) Pengangkatan anggota Direksi sebagai ; —
{ ditetapkan dengan Keputusan W a]ikoagamnam_ dimaksud pada ayat (1)

Pasal 7
Jjumlah anggota Direksi paling banyak 4 (em dan diantaranya
diangkat sebagai Direktur Utama. (cmpet) orang SCOTRRg

Pasal 8

(1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa
jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah yang

bersangkutan.
Dikecualikan dari ayat (1) Pasal ini apabila Direktur diangkat menjadi
Direktur Utama.

(3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.

(4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua scbagaimana dimak:‘aud pada
ayat (1) Pasal ini dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan

kinerja PD Perbengkelan setiap tahun.

Bagian Kedua
Tugns dan Wewenang

Pasal 9
Direksi dalam mengelola PD Perbengkelan mempunyai tugas sebagai berikut :
9. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD Perbengkelan ;
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b mcﬂ}’“‘l‘]lpajk“n Rencana .. .
| sahaan D Na 5
Perusa acrah tahung,, (lima) tahun dan Rencana Kerja Anggaran
Pada  Badan Pengawas untuk mendapat

Ifngcmhﬂn;

o mengangkat dan memberhentikan pegawai:

Pasal 11

Direcksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal :

e mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha dan atau pinjaman yang
mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani

anggaran PD Perbengkelan;

b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak
dan atau benda tak bergerak milik PD Perbengkelan;

» penyertaan modal dalam Perusahaan lain.

Bagian Ketiga
Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 12..........
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Pasal 12

r rphun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim
( .

oclambat-lambatuya

(2) 3 (tiga) bulan sciclah berakhirnya Tahun Bukn Dircksi

“-Hml:mikm: ukLﬂpOfan Keuangan kepada Walikota melalui  Ketua Badan
I»)(Tllﬂﬂw'ﬂa un an‘dEPBﬂ(ml p{:“gfﬂﬂ.hﬂﬁ, yang terdiri dari Neraca dan

perhitungan Laba/Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publk.

) Selambat-mmbetnya S iga) bulan sebelum masa berakhirnya Tabun Buku
pirekst cnga Rencana Kerja dan Anggaran PD Perbengkelan.

i da tanggal 31 D ; belum
Mpahtla pa Ega Jesember tahun berjalan Badan Pengawas ‘|

Bagiar Keempat
Penghasilan dan Hak-hak Direksi
Pasal 13
(1) pmghasi]an Direksi terdiri dari :
a. gaL
b. tunjangan.

(2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
pasal ini ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kelima
Cuti

Pasal 14

(1) Direksi memperoleh Hak cuti sebagai berikut :
a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;

b. cuti besar/ cuti panjang, sclama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa
jabatan;

c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
d. cuti alasan penting ;

€. cuti sakat.
(2) Pelaksanaan ....
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sanaan hak
2) Pelaksanaar Cuti scbagaim ‘
| ]T’H““I ini dilaksanakan Setelah dimaksud pada ayat (1) huruf ,
yang ditunjuk. mendapat persetujuan  Walikota atau Pejabat

f dihukum pidana berdasarkan tu . selah
mempunyai kekuatan hukum Yﬂnﬁp;ta ;&n Pengadilan Negeri yang

Pasal 16

(1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana
dimaksud da]am_ Pasal 15 huruf ¢, d dan e Badan Pengawas segera
melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan

(2 Apabia berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada
Walikota.

Pasal 17

Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil
pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :

4. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang
melakukan perbuatan dalam Pasal 15 huruf ¢,d dan f;

b. Keputusan....
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Pasal 19
mhﬂﬂ:‘"(ﬁ@) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas
sudah mengajukan calon Direksi kepada Walikota.

Pasal 20

(1) Walikota mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) apabila Direksi diberhentikan

(2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk
masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.
BAB VI
BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama
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Pasal 28
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scbagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf c,d dan e Walikota segera

b. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sementara sebagai Badan
Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 29 hurufe.

BAB VII
PENGELOLAAN BARANG

Pasal 32 ....

ool
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(4

(1)

(2

(1)

SCM-P Sk rusak , hilang atau tidak efisien lagi untuk
dihapus dari daflar inventaris.

Status Kepegawaian, gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan Dircksi
dan pegawai / karyawan Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Walikota dengan

Mem per hatikan ketentuan /pera w.
Perusahaan Dasral. peraturan berlaku daec kondisi kemampuan

by Dirclea rie:f;ig diatur scbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur
persctujuan Badan Pengawas dan beraku setelah
mendapatkan pengesahan dari Walikota.
BAB IX

TANGGUNG JAWAR DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 35

Anggota Dircksi dan pegawai Perusahaan Daerah , yang dengan sengaja
maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian pada
Perusahaan Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.

(2) Disamping ....
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*cbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal %%
ran nd apat dikenakan  1oi eeguai dengaD
Pcfﬂtu peru Ang-undanggy, sanksi lain

BAB XI
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN
LABA PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 37
(1) Laba bersih sctelah teriebih dahulu dikurangi pajak dibagi sebagai berikut :

a. Dana Pembangunan Daerah = 30 %
b. Dana Anggaran Belanja Daerah = 2504
c. Dana Cadangan T'I.ljllﬂn = 15%
d. Dana Cadangan Umum = 10 %
e. Dana Pensiun = 504

f Dana Jasa Produksi = 10%
g. Dana Sosial dan Pendidikan = 5094

(2) Penggunaan laba untuk Dana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf a Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota, untuk pembangunan
Daerah termasuk mvesiasi di Perusahaan Daerah;

(3) Penggunaan laba untuk Dana Cadangan Umum sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf d Pasal 1, bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan
untuk penggunaan lain dengan Keputusan Walikota;

(4) Cara mengurus dan menggunakan Dana Cadangan Tujuan sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf ¢ Pasal ini, ditctapkan oleh Walikota;

(5) Walikota dalam menectapkan penggunaan laba scbagaimana dimaksud ayat
(2), (3) dan (4) Pasal ini, dengan memperhatikan pertimbangan Badan
Pengawas.
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Pasal 40

(1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari
2 (dua) orang.

(2) Honorarium mﬂ:hemmt‘ ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan
kepada peru yang bersangkutan.

Pasal 41

(1) Besarnya Jasa Produksi untuk Dircksi, Badan Pengawas, Pegawai dan tenaga
kerja lainnya ditetapkan maksimum 20% ( dua puluh perseratus) dari laba
bersih tahun bersangkutan setelah diaudit.

(2) Besarnya Jasa Produksi sebagai dimaksud pada ayat (1) untuk Direksi, Badan
Pengawas, Pegawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 42

PD Perbengkelan yang dimiliki oleh lebih dari 2 (dua) Dacrah, Badan Pengawas
boleh lebih dari 3 (tiga) orang dan jumlahnya paling banyak S (lima) orang.
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Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanj . ;
. jang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota;

Pasal 48.......

|

g
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Diundangkan di Magelang
pada tanggal 18 Pebruari 2002

NIP. 500 032 655.

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2002 NOMOR 7
SERI E NO. §
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Pakan 3812.? h Per bengkelan yang berkedudukan di
. 1 satn Perusahaan Daerah yang ﬂpﬁbﬂﬂ
Memberikan manfaat langsung bagl

Pemerintah Kota Magelang mmtlakmaanakm hal tersebut diatas, maka
agar selalu berusahg memb terus menerus dan berkesinambungan

akan dapat meningkatkan p

cuila Pengelolaan Perusahaan Daerah sehingga
rdapatan Asli Daerah (PAD).

Schubungan dep
gan hal tersebut dj :
membentuk Perusahgan Daerah Pcﬂmngkﬂlu filﬂtas, maka dipandang periu

g PENJELASAN PASAL DEMT pAgAy,

pasal 1 s/d 4
pasal 5 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasal 6 s/d 36
Pasal 37

Pasal 38 s/d 48

: Cukup jelas,

+ Yang dimaksud kekayaan daerah yang dipisahkan adalah

kekayazn daerah yang disisihkan dari anggaran
keunangan daerah.

: Cukup jelas.

Pembagian Laba Perusahaan Daerah tersebut sesuai

dengan Undaug-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang
Perusahaan Dacrah

: Cukup jelas.

____—.__—-————-—F———_—-—__-'___—_
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